KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 13/ PL.03.5-Kpt/74 /Prov/11/2018

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

TAHUN 20138

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang A
hi

Mengingat o I
2

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang
Pembatasan Dana Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan
Cubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun
2018.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat [ Sulawesi
Utara-Tengah dan daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran WNegara Republik Indonesia tahun

1964 Nomor 7) menjadi Undang Undang;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemillhan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
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Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Rl Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 6109);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
01 Tahun 2010;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pernungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 lentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umnum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
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Memperhatikan

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penvelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017

tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor 24 /PP.02.3-Kpt/ 74 /Prov/VII /2017
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 07/PP.02.3-Kpt/74/Prov/1/
2018;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi

M - B

Tenggara Nomor o4 /PP.02.3-Kpt/74 /Prov/IX /2017
tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam
Penyclenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tenggara Tahun 2018:

Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
903/041/BKKP/V1/2017, Nomor 123/SPJ.0T.1/74/
Prov/V1/2017 tentang  Pemberian Dana Hibah
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor : 10/PL.03.5-BA/74/Prov/
[I/2018, tanggal 9 Februari 2018.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN @ UMUM  PROVINSI

SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBATASAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.

: Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2018 sebesar Rp. 41.769.341.350,-
(Empat puluh satu milyar tujuh ratus enam puhih Sembilan
juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh
rupiah)

: Keputusan ini sebagai acuan Pelaporan Dana kampanye

untuk pasangan calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

KETUA =

HIDAYATULLAH, SH
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